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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta 

kesulitan itu ada kemudahan” 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yg 

mempengaruhi belanja modal di kabupaten sukoharjo tahun 2020-2024. Penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini yaitu menggunakan dokumentasi dan wawancara. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh laporan realisasi APBD Kabupaten Sukoharjo dan sampel penelitian terdiri dari 

Laporan Realisasi APBD Tahun 2020-2024, dengan jumlah sampel sebanyak 60 data. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (X2) berpengaruh signifikan dengan 

arah yang negatif terhadap Belanja Modal sedangkan Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana 

Alokasi Khusus (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dalam penelitian 

ini juga dilakukan pengujian secara simultan, meskipun pada penelitian ini tidak menyertakan 

hipotesis simultan. 

 

 

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja 

Modal, BPKPAD Sukoharjo 

 

  



 

xiii 
 

Factors Affecting Capital Expenditure in Sukoharjo Regency in 2020-2024 

 

 

 

Kintan Indra Jati 

22210062 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to identify and analyze the factors that affect capital expenditure in 

Sukoharjo Regency in 2020-2024. This study is a quantitative research using secondary data. 

The data collection technique in this study is using documentation and interviews. The 

population in this study is the entire Sukoharjo Regency APBD realization report and the 

research sample consists of the 2020-2024 APBD Realization Report, with a sample of 60 data. 

The results of this study show that the General Allocation Fund (X2) has a significant effect 

with a negative direction on Capital Expenditure while Regional Original Revenue (X1) and 

Special Allocation Fund (X3) do not have a significant effect on Capital Expenditure. In this 

study, simultaneous testing was also carried out, although this study did not include a 

simultaneous hypothesis. 

 

 

Keywords: Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special 

Allocation Fund (DAK), Capital Expenditure, BPKPAD Sukoharjo 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Anggaran pemerintah daerah merupakan rencana keuangan tahunan 

yang disusun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai seluruh program 

dan kegiatan dalam satu tahun anggaran. Hal ini sejalan dengan ketentuan 

UU Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah 

yang diberi kebebasan dalam merancang kebijakan dan menjalankan 

program pembangunan, serta menyusun anggaran daerah sesuai dengan 

kebutuhan dan karakteristik wilayahnya masing-masing serta diberikan 

kewenangan penuh bagi tiap-tiap daerah baik provinsi, kabupaten/kota 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya dengan sedikit 

mungkin campur tangan pemerintah pusat. Penerapan otonomi daerah 

membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi 

yang dimiliki. Sebagai perwujudan otonomi daerah, pemerintah daerah 

memperoleh kewenangan untuk mengatur penerimaan dan pengelolaan 

keuangan, baik dari sisi administrasi maupun pemanfaatannya, yang 

dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

(Jayanti, 2020). 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan 

rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, yang kemudian ditetapkan 
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dengan Peraturan Daerah (Perda). Dalam APBD, selain memuat unsur 

pendapatan, juga terdapat alokasi belanja daerah. Menurut UU Nomor 33 

Tahun 2004, belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu periode tahun 

anggaran. Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, 

Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga. Menurut Mahmudi dalam 

Pramudya et al., (2021), belanja operasi merupakan pengeluaran rutin yang 

digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang manfaatnya 

bersifat jangka pendek, yakni kurang dari satu tahun. 

 Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk memperoleh atau menambah aset tetap yang memiliki 

manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset-aset ini dapat berupa tanah, 

bangunan dan gedung, peralatan dan mesin, serta jalan, irigasi dan jaringan. 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, 

Belanja Modal merupakan instrumen kebijakan daerah untuk meningkatkan 

layanan publik dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Belanja 

modal dialokasikan dengan tujuan untuk membangun sarana dan prasarana 

publik guna mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat 

(Farhan et al., 2023). Meskipun otonomi daerah bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan publik serta pembangunan ekonomi daerah 

melalui belanja modal, namun pada kenyataannya alokasi serta efektivitas 

belanja modal masih relatif rendah dibandingkan belanja operasi.  
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Sumber : Portal Resmi Kabupaten Sukoharjo 

 

Berdasarkan gambar 1.1, dapat diketahui bahwa belanja Kabupaten 

Sukoharjo lebih banyak dialokasikan untuk belanja operasi, sementara 

alokasi belanja modal relatif rendah dan bahkan realisasinya belum mampu 

mencapai target. Fenomena ini menunjukkan bahwa belanja daerah masih 

didominasi pengeluaran jangka pendek, padahal belanja modal memiliki 

peran strategis dalam memberikan manfaat jangka panjang bagi 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur daerah. Adapun 

belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja 

subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.  

 

Gambar 1. 1 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 
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Gambar 1. 2 Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Sukoharjo 

 Tahun 2024 

Sumber : Data yang diolah, 2025 

 

Berdasarkan gambar 1.2, terlihat bahwa dalam komponen belanja 

operasi, belanja pegawai selalu menempati porsi terbesar setiap tahunnya di 

Kabupaten Sukoharjo. Walaupun belanja barang dan jasa tidak sebesar 

belanja pegawai, namun proporsinya masih tergolong cukup tinggi. Hal ini 

dapat menunjukkan bahwa belanja pegawai menyumbang nominal yang 

cukup tinggi pada belanja daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa 

struktur belanja daerah Kabupaten Sukoharjo masih didominasi oleh belanja 

yang bersifat rutin dan jangka pendek, sehingga dapat membatasi kapasitas 

pemerintah daerah dalam mengoptimalkan belanja modal yang lebih 

berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan 

publik secara berkelanjutan. 
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Gambar 1. 3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Sukoharjo  

Tahun 2020-2024 

Sumber : Data yang diolah, 2025 

 

Berdasarkan gambar realisasi anggaran diatas, belanja modal 

menunjukkan pola fluktuatif dari tahun 2020-2024, terutama pada tahun 

2022 dan 2024 yang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Padahal 

jumlah dana perimbangan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat 

tergolong besar dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan  tahun 

2024. Melihat kondisi tersebut, dapat menunjukkan bahwa kinerja keuangan 

Kabupaten Sukoharjo belum menunjukkan hasil yang optimal. Dampak dari 

kinerja keuangan yang belum optimal ini membuat Kabupaten Sukoharjo 

kurang mandiri secara fiskal sehingga pembiayaan kebutuhan daerah masih 

sangat bergantung pada alokasi dari pemerintah pusat.  

Menurut Jayanti (2020), tingkat keberhasilan pembangunan daerah 

dapat diukur melalui rasio antara realisasi belanja modal dengan tingkat 

penyerapan anggarannya. Pemanfaatan belanja modal yang optimal dapat 

mendorong peningkatan dan perbaikan dalam pengadaan aset tetap yang 
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dimiliki dengan masa manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang 

diperoleh daerah dari sumber-sumber yang berasal dari potensi daerah itu 

sendiri, bukan dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri 

dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) sangat berkontribusi besar terhadap pelaksanaan belanja 

modal dan berperan penting dalam mendukung kemandirian pemerintah 

daerah, mengurangi ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat, 

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan 

infrastruktur dan pelayanan publik. PAD berperan sebagai sumber 

pembiayaan alternatif bagi pemerintah daerah dalam menjalankan 

pembangunan, dengan tujuan mengurangi ketergantungan terhadap subsidi 

dari pemerintah pusat (Hidayat et al., 2024). Menurut Ardhani dalam  

Wandira et al., (2012), ketika PAD suatu daerah meningkat, kemampuan 

daerah tersebut untuk membiayai belanja modal juga cenderung meningkat. 

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang dialokasikan 

oleh pemerintah pusat kepada daerah setiap tahunnya sebagai dana 

pembangunan. Dalam konteks desentralisasi, DAU diberikan kepada daerah 

sebagai upaya pemerataan keuangan dan penutupan celah fiskal, sehingga 

potensi masing-masing daerah dapat ditingkatkan (Harmayanti et al., 2021). 
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Sebagai salah satu sumber keuangan daerah, dana ini digunakan untuk 

membiayai berbagai program pelayanan publik dan pembangunan 

infrastruktur. Dengan pengalokasian DAU ini, diharapkan ketimpangan 

yang signifikan antara daerah maju dan daerah tertinggal sudah tidak ada 

lagi, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan 

di seluruh wilayah Indonesia.  

Selain menerima DAU, Pemerintah Daerah juga menerima Dana 

Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana 

yang dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah tertentu untuk mendanai 

kegiatan khusus yang menjadi urusan pemerintahan daerah dan sesuai 

dengan prioritas nasional. DAK diberikan kepada daerah dengan kriteria 

dan persyaratan tertentu, baik dari segi kemampuan keuangan daerah 

maupun kebutuhan pembangunan sektoral. Menurut Ardhani dalam 

Wandira et al., (2012), pemanfaatan DAK ini difokuskan pada kegiatan 

investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana 

serta prasarana fisik pelayanan publik yang memiliki umur ekonomis 

panjang, serta diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas 

pelayanan publik melalui realisasi belanja modal. 

Adapun hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Kharismadani & Hendarti (2020), bahwa variabel PAD dan variabel DAK 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Pada 

Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2014-2018. Sedangkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Jayanti (2020), yaitu variabel PAD dan variabel DAU 
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memiliki pengaruh positif  terhadap Belanja Modal, variabel DAK tidak 

memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi 

Jawa Tengah Periode 2016-2018. Hasil penelitian oleh Purba et al., (2021), 

menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap belanja modal, variabel DAU dan variabel DAK tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Simalungun.  

Hasil penelitian oleh Pramudya et al., (2021), menunjukkan bahwa 

variabel PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal, 

variabel DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja 

Modal, variabel DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja 

Modal Kabupaten di Pulau Madura. Hasil penelitian oleh Syukri et al., 

(2022),  menunjukkan bahwa variabel DAU berpengaruh signifikan 

terhadap belanja modal, variabel PAD tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Belanja Modal pada Daerah Pemekaran di Provinsi Jambi. Hasil 

penelitian oleh Farhan et al., (2023), menunjukkan bahwa variabel DAU 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi belanja modal, 

variabel PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap realisasi belanja 

modal, dan variabel DAK tidak berpengaruh terhadap realisasi Belanja 

Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa faktor 

yang mempengaruhi belanja modal di suatu pemerintahan.Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap 

Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2020-

2024? 

2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja 

Modal pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2020-2024? 

3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja 

Modal pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2020-2024? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dirumuskan diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 

tahun 2020-2024 

2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap 

Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2020-

2024 

3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap 

Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2020-

2024 
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D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini yaitu :  

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan memberi tambahan informasi dan 

referensi ilmiah mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal 

di pemerintah, khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini 

juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menindaklanjuti 

kajian serupa serta sebagai acuan bagi penelitian mendatang dalam 

bidang keuangan daerah dan pengelolaan anggaran publik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan, pemahaman dan pengalaman peneliti terkait 

pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, 

dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal. Penelitian 

ini juga memberikan gambaran empiris mengenai 

pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam aspek 

belanja modal. 

b. Bagi Instansi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi yang relevan dan menjadi bahan pertimbangan 

dalam merumuskan kebijakan penganggaran, khususnya 

terkait peningkatan efektivitas belanja modal. Temuan 
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penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam 

mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan 

untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan 

dasar kajian bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan 

studi terkait belanja modal, pengelolaan keuangan daerah, 

atau faktor-faktor fiskal lainnya. Penelitian ini juga dapat 

memperkaya literatur dalam bidang ekonomi publik dan 

manajemen keuangan daerah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori Yang Relevan 

1. Teori Keagenan 

Menurut Jensen & Meckling, sebagaimana dikutip oleh 

Salsabella (2023), teori keagenan merupakan konsep dalam bidang 

ekonomi dan manajemen yang menjelaskan hubungan antara 

prinsipal dan agen, dimana agen bertindak sebagai pihak yang 

menerima delegasi serta diberi kewenangan untuk mengambil 

keputusan, sementara prinsipal berperan sebagai pihak yang 

memberikan wewenang dan kepercayaan tersebut. Dalam penelitian 

ini, teori keagenan digunakan untuk menggambarkan hubungan 

antara masyarakat sebagai pihak prinsipal dan pemerintah sebagai 

agen, yang terjalin melalui suatu kontrak sosial. Masyarakat 

memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengelola sumber 

daya publik serta menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Selain 

hubungan tersebut, teori keagenan juga menggambarkan hubungan 

antara pemerintah pusat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah 

sebagai agen dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan 

keuangan negara.  

Pada hubungan keagenan, pemerintah bertindak demi 

kepentingan terbaik masyarakat, yang telah mempercayakan 

wewenang dan tanggung jawab melalui mekanisme seperti 
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pemilihan umum. Teori keagenan digunakan untuk menjelaskan 

bagaimana masyarakat memberikan mandat kepada pemerintah 

untuk mengelola anggaran dan aset publik. Namun, perbedaan 

kepentingan serta ketimpangan informasi antara masyarakat dan 

pemerintah dapat menimbulkan potensi konflik, terutama jika 

pemerintah tidak menjalankan tugasnya secara transparan dan 

akuntabel. Demikian pula, pemerintah pusat memberikan mandat 

kepada pemerintah daerah melalui transfer dana seperti DAU dan 

DAK untuk melaksanakan program pembangunan. Namun, dalam 

praktiknya sering muncul potensi ketidaksesuaian kepentingan 

antara prinsipal dan agen, baik dalam hal pengalokasian maupun 

penggunaan anggaran. Misalnya, pemerintah pusat menetapkan 

prioritas nasional tertentu seperti pembangunan fasilitas kesehatan 

atau pendidikan, sementara pemerintah daerah lebih 

memprioritaskan pengeluaran rutin atau program yang bersifat 

jangka pendek, seperti peningkatan belanja pegawai atau proyek 

yang dianggap lebih memberikan keuntungan politik daerah. 

 Ketidaksesuaian ini juga dapat menyebabkan asimetri 

informasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait 

realisasi penggunaan anggaran dan efektivitas pelaksanaan program 

yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo dalam Febriana (2015), 

akuntabilitas pada sektor publik berarti kewajiban pemerintah 

sebagai pihak yang diberi amanah untuk mempertanggungjawabkan 



 

14 

 

seluruh aktivitas dan kegiatannya dengan cara menyajikan, 

melaporkan, serta mengungkapkan hasil pelaksanaan tugas tersebut 

kepada masyarakat, karena masyarakat berhak mengetahui dan 

menuntut pertanggungjawaban atas amanah yang telah mereka 

berikan.  

2. Belanja Modal 

Belanja modal menurut Kemenkeu (2025) adalah bagian dari 

pengeluaran anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk 

memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat 

lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal bersifat investasi 

karena bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas 

pelayanan publik serta mendukung pembangunan daerah.Belanja 

modal terdiri dari belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan 

bangunan, peralatan serta aset tidak berwujud. Menurut  pernyataan 

Nugroho sebagaimana dikutip oleh Purba & Gulo (2022), untuk 

meningkatan belanja modal, khususnya dalam bentuk aset tetap 

seperti infrastruktur dan peralatan, memiliki peran yang sangat 

penting untuk mendorong produktivitas ekonomi karena semakin 

besar alokasi belanja modal, maka semakin tinggi pula tingkat 

produktivitas perekonomian yang bisa dicapai daerah. Menurut 

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal diharapkan mampu 

menghasilkan aset yang dapat digunakan secara langsung dalam 
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kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh 

karena itu, belanja modal memegang peranan strategis dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

3. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang 

bersumber dari potensi ekonomi daerah itu sendiri, yang 

pemungutannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan daerah, 

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. PAD diukur 

dari nilai total penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, serta sumber-sumber pendapatan sah lainnya. Tingkat 

PAD setiap daerah berbeda tergantung pada urgensi dan potensi 

ekonomi serta kekayaan alamnya. Daerah dengan sumber daya 

melimpah umumnya memiliki PAD lebih tinggi dibandingkan 

daerah yang kurang potensial, sehingga berpotensi menimbulkan 

ketimpangan antar daerah (Farhan et al., 2023). Pemerintah daerah 

juga perlu mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki agar 

dapat meningkatkan realisasi belanja modal serta mengurangi 

ketimpangan antar daerah. Peningkatan PAD mencerminkan tingkat 

kemandirian fiskal suatu daerah serta memperluas kapasitas 

pembiayaan belanja modal tanpa ketergantungan yang tinggi 

terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut Kartikasari 
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& Rohman (2019), terdapat hubungan antara PAD dengan belanja 

modal, namun tidak semua daerah dengan pendapatan tinggi diikuti 

dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula.  

4. Dana Alokasi Umum 

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Dana Alokasi 

Umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan dari APBN kepada 

daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar 

daerah. DAU diukur berdasarkan jumlah transfer dana dari 

pemerintah pusat ke daerah yang tercatat dalam laporan keuangan 

APBD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, 

pemerintah menetapkan bahwa alokasi Dana Alokasi Umum 

minimal adalah 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto. Menurut 

Salsabella (2023), DAU dipergunakan agar terciptanya stabilitas 

perekonomian, untuk menghindari kesenjangan antar daerah, dan 

pemerataan keuangan. Namun, DAU dialokasikan dalam bentuk 

block grant, yaitu dana transfer yang diberikan tanpa persyaratan 

yang ketat, sehingga dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam 

penggunaan anggaran dan berpotensi terjadinya pemborosan dana 

(Kartikasari & Rohman, 2019). 

5. Dana Alokasi Khusus 

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana dari 

pemerintah pusat yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan 

tertentu yang menjadi prioritas nasional dan urusan daerah 
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sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 

2020. Menurut pernyataan Juniawan & Suryantini sebagaimana 

dikutip oleh Siregar (2022), pendanaan ini diprioritaskan bagi 

daerah tertentu yang memenuhi kriteria khusus sehingga layak 

mendapatkan alokasi tambahan dana dari pemerintah pusat yang 

direalisasikan melalui DAK. Pemanfaatan prioritas pada DAK ini 

meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan 

perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, dan lingkungan 

hidup. 

B. Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. 

Tabel 2. 1  

Penelitian Terdahulu 

 

No. Penulis 

dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Variabel X Variabel 

Y 

Hasil 

1. Kharism

adani & 

Hendarti 

(2020) 

Pengaruh PAD, 

DAK, dan 

SILPA 

Terhadap 

Belanja Modal 

Pada 

Pemerintah 

Kota Surakarta 

Tahun 2014-

2018 

X1 - PAD 

X2 - DAK   

X3 - SILPA 

 

Belanja 

Modal 

PAD memiliki 

pengaruh positif 

terhadap belanja 

modal pada 

Pemerintah 

Kota Surakarta, 

DAK 

berpengaruh 

positif terhadap 

belanja modal 

pada 

Pemerintah 

Kota Surakarta, 
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Sedangkan 

SILPA 

berpengaruh 

negatif terhadap 

belanja modal 

pada 

Pemerintah 

Kota Surakarta. 

2. Jayanti 

(2020) 

Pengaruh 

Pendapatan 

Asli Daerah, 

Dana Alokasi 

Umum, Dan 

Dana Alokasi 

Khusus 

Terhadap 

Belanja Modal 

Di 

Kabupaten/Kot

a Provinsi Jawa 

Tengah 

Periode 2016-

2018 

X1 - PAD 

X2 - DAU 

X3 - DAK   

 

 

 

Belanja 

Modal 

PAD 

berpengaruh 

terhadap  

belanja modal di 

Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa 

Tengah, 

DAU memiliki 

pengaruh 

terhadap belanja 

modal di 

Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa 

Tengah,  

Sedangkan  

DAK tidak 

memiliki 

pengaruh 

terhadap belanja 

modal modal di 

Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa 

Tengah. 

3. Abbas et 

al., 

(2020) 

Belanja Modal 

Di Provinsi 

Banten Beserta 

Faktor – Faktor 

Yang 

Mempengaruhi

nya 

X1 – Pajak 

Daerah 

X2 – 

Retribusi 

Daerah 

X3 – DAU 

X4 - DAK 

Belanja 

Modal 

Pajak Daerah 

memiliki 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap belanja 

modal di 

Provinsi Banten, 

Retribusi 

Daerah juga 

memiliki 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap belanja 
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modal di 

Provinsi Banten, 

Sedangkan 

DAU tidak 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap belanja 

modal di 

Provinsi Banten, 

DAK juga tidak 

memiliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap belanja 

modal di 

Provinsi Banten. 

4. Maulana 

et al., 

(2020) 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Belanja Modal 

Kabupaten/Kot

a Di Jawa 

Tengah 

X1 – PAD 

X2 – DAU 

X3 – SiLPA 

X4 – Luas 

Wilayah 

Belanja 

Modal 

PAD memiliki 

pengaruh 

terhadap belanja 

modal di 

Kabupaten/Kota 

Jawa Tengah, 

SiLPA 

berpengaruh 

terhadap belanja 

modal di 

Kabupaten/Kota 

Jawa Tengah, 

Luas wilayah 

juga 

berpengaruh 

terhadap belanja 

modal di 

Kabupaten/Kota 

Jawa Tengah, 

Sedangkan 

DAU tidak 

berpengaruh 

terhadap  

belanja modal di 

Kabupaten/Kota 

Jawa Tengah. 

5. Purba et Faktor-Faktor X1 - PAD Belanja PAD 
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al., 

(2021) 

Yang 

Mempengaruhi 

Belanja Modal 

Di Kabupaten 

Simalungun 

X2 - DAU 

X3 - DAK   

 

 

Modal berpengaruh 

signifikan 

terhadap belanja 

modal di 

Kabupaten 

Simalungun, 

DAU tidak 

memiliki 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap belanja 

modal di 

Kabupaten 

Simalungun, 

DAK tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap belanja 

modal di 

Kabupaten 

Simalungun. 

6. Pane et 

al., 

(2021) 

Analisis 

Pendapatan 

Asli Daerah 

dan Dana 

Perimbangan 

Terhadap 

Belanja Modal 

Pada 

Pemerintah 

Kabupaten/Kot

a Di Sumatera 

Utara 

X1 - PAD 

X2 - Dana 

Perimbanga

n 

Belanja 

Modal 

PAD memiliki 

pengaruh 

terhadap 

terhadap belanja 

modal di 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

Di Sumatera 

Utara, 

DBH 

berpengaruh 

terhadap belanja 

modal di 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

Di Sumatera 

Utara,  

DAK juga 

memiliki 

pengaruh 

terhadap belanja 

modal di 

Pemerintah 
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Kabupaten/Kota 

Di Sumatera 

Utara, 

sedangkan 

DAU tidak 

memiliki 

pengaruh 

terhadap belanja 

modal di 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

Di Sumatera 

Utara 

7. Pramudy

a et al., 

(2021) 

Analisis 

Pengaruh 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD), Dana 

Alokasi Umum 

(DAU) dan 

Dana Alokasi 

Khusus (DAK) 

terhadap 

Belanja Modal 

Di Pulau 

Madura Tahun 

2014-2018 

X1 - PAD 

X2 - DAU 

X3 - DAK  

Belanja 

Modal 

DAK 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap belanja 

modal di Pulau 

Madura, 

PAD 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap belanja 

modal di Pulau 

Madura, 

sedangkan DAU 

berpengaruh 

negatif dan 

tidak signifikan 

terhadap belanja 

modal di Pulau 

Madura. 

8. Utary 

(2021) 

Pengaruh 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) 

Terhadap 

Belanja  

Modal 

Pemerintah 

Daerah Kota 

Sukabumi 

X1 - PAD 

 

Belanja 

Modal 

PAD 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap belanja 

modal di Kota 

Sukabumi. 
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9. Harmaya

nti et al., 

(2021) 

Pengaruh PAD 

dan Dana 

Perimbangan 

Terhadap 

Belanja Modal 

dan  

Kesejahteraan 

Masyarakat di 

Kota Makassar 

Provinsi 

Sulawesi 

Selatan 

X1 – PAD 

X2 – Dana 

Perimbanga

n 

 

Y – 

Belanja 

Modal 

Z – 

Kesejaht

eraan 

Masyara

kat 

PAD 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Belanja  

Modal di Kota 

Makassar 

Provinsi 

Sulawesi 

Selatan, 

Dana 

Perimbangan 

berpengaruh  

Signifikan 

Terhadap 

Belanja Modal 

Di Kota 

Makassar 

Provinsi 

Sulawesi 

Selatan, 

PAD  

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Kesejahteraan 

Masyarakat Di 

Kota Makassar 

Provinsi  

Sulawesi 

Selatan, 

Dana 

Perimbangan 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Kesejahteraan  

Masyarakat Di 

Kota Makassar 

Provinsi 

Sulawesi 

Selatan, 

Belanja Modal 
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tidak 

berpengaruh  

terhadap 

Kesejahteraan 

Masyarakat Di 

Kota Makassar 

Provinsi 

Sulawesi 

Selatan, 

PAD  

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

melalui Belanja 

Modal Di  

Kota Makassar 

Provinsi 

Sulawesi 

Selatan, 

Dana 

Perimbangan 

berpengaruh 

signifikan  

terhadap 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Melalui Belanja 

Modal. 

10. Septiani 

(2021) 

Pengaruh 

Pendapatan 

Asli Daerah, 

Dana Alokasi 

Khusus, Dana 

Alokasi 

Umum, Hibah, 

dan SiLPA  

Terhadap 

Alokasi 

Anggaran 

Belanja Modal 

Provinsi Jawa 

X1 – PAD 

X2 – DAK 

X3 – DAU 

X4 – Hibah 

X5 - SiLPA 

Belanja 

Modal 

PAD 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap belanja 

modal di 

Provinsi Jawa 

Tengah, 

DAK tidak 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap belanja 

modal di 
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Tengah Provinsi Jawa 

Tengah,   

DAU tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap belanja 

modal di 

Provinsi Jawa 

Tengah, 

Hibah juga tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap belanja 

modal di 

Provinsi Jawa 

Tengah, 

sedangkan 

SiLPA juga 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap belanja 

modal di 

Provinsi Jawa 

Tengah. 

11. Maria et 

al., 

(2021) 

Faktor 

Faktor  

Yang  

Mempeng 

 aruhi  

Alokasi  

Belanja  

Modal 

X1 -PAD   

X2 - Dana  

Perimba 

 ngan   

X3 - SiLPA  

X4 - Rasio  

Ruang  

Fiskal 

Belanja 

Modal 

PAD  

tidak  

berpengaruh  

pada alokasi  

belanja  

modal.  

Sedangkan  

Dana  

Perimbangan 

berpengaruh  

pada alokasi  

belanja  

modal.SiLPA  

berpengaruh  

pada alokasi  

belanja  

modal. Dan  

Rasio ruang  

fiskal juga  
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berpengaruh  

pada alokasi  

belanja  

modal. 

12. Syukri et 

al., 

(2022) 

Pengaruh 

Pendapatan 

Asli Daerah, 

Dana Alokasi 

Umum, dan 

Dana Bagi 

Hasil terhadap 

Belanja Modal 

pada Daerah 

Pemekaran di 

Provinsi Jambi  

X1 - PAD 

X2 - DAU 

X3 - DBH 

Belanja 

Modal 

DAU 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap belanja 

modal di 

Provinsi Jambi,  

PAD tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap belanja 

modal di 

Provinsi Jambi, 

sedangkan 

DBH juga tidak 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap belanja 

modal. 

 

13. Purba & 

Gulo 

(2022) 

Pengaruh 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Dan Dana 

Alokasi Umum 

Terhadap 

Pengalokasian 

Anggaran 

Belanja Modal 

Pada 

Pemerintah 

Kabupaten 

Nias Barat 

Periode 2016-

2021 

X1 - PAD 

X2 - DAU 

 

 

 

Belanja 

Modal 

PAD dan DAU 

tidak 

berpengaruh 

terhadap belanja 

modal di 

Kabupaten Nias 

Barat. 

14. Tiyas & 

Wuryani 

(2022) 

Pengaruh 

Pendapatan 

Asli Daerah, 

Dana Alokasi 

X1 - PAD 

X2 - DAU 

X3 - DBH 

X4 - SILPA 

Belanja 

Modal 

PAD 

berpengaruh 

positif terhadap 

belanja modal di 
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Umum, Dana 

Bagi Hasil, 

Dan Sisa Lebih 

Pembiayaan 

Anggaran 

Terhadap 

Pengalokasian 

Anggaran 

Belanja Modal 

Pada 

Kabupaten Dan 

Kota 

Diprovinsi 

Jawa Timur  

Kabupaten/Kota 

Diprovinsi Jawa 

Timur 

DAU memiliki 

pengaruh positif 

terhadap belanja 

modal di 

Kabupaten/Kota 

Diprovinsi Jawa 

Timur, 

DBH tidak 

berpengaruh 

terhadap belanja 

modal di 

Kabupaten/Kota 

Diprovinsi Jawa 

Timur, 

sedangkan 

SILPA 

berpengaruh 

negatif terhadap 

belanja modal di 

Kabupaten/Kota 

Diprovinsi Jawa 

Timur. 

15. Khafif & 

Romand

hon 

(2022) 

Faktor – Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Alokasi 

Belanja Modal 

di Provinsi Bali 

X1 – Rasio 

Derajat 

Desentralisa

si 

X2 – Rasio 

Ketergantun

gan 

Keuangan 

Daerah 

X3 – Rasio 

Tingkat 

Pembayaran 

SiLPA 

X4 – Rasio 

Kemandiria

n 

Belanja 

Modal 

Rasio derajat 

desentralisasi 

tidak  

memiliki 

pengaruh 

terhadap alokasi 

belanja modal di 

Provinsi Bali, 

Rasio 

ketergantungan 

keuangan 

daerah 

berpengaruh 

negatif terhadap 

alokasi belanja 

modal di 

Provinsi Bali, 

rasio tingkat 

pembiayan 
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SiLPA memiliki 

pengaruh positif 

terhadap alokasi 

belanja modal di 

Provinsi Bali, 

Rasio 

kemandirian 

memiliki tingkat 

pengaruh 

negatif terhadap 

alokasi belanja 

modal di 

Provinsi Bali. 

16. Siregar 

(2022) 

Pengaruh 

DAU, DAK, 

PAD dan 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Terhadap 

Belanja Modal 

Provinsi Jawa 

Barat 

X1 - DAU 

X2 - DAK 

X3 - PAD 

X4 - PE 

Belanja 

Modal 

DAU 

berpengaruh 

positif terhadap 

belanja modal di 

Provinsi Jawa 

Barat. 

DAK tidak 

memiliki 

pengaruh 

terhadap belanja 

modal di 

Provinsi Jawa 

Barat, 

PAD tidak 

berpengaruh 

terhadap belanja 

modal di 

Provinsi Jawa 

Barat, 

sedangkan  

PE juga tidak 

berpengaruh 

terhadap belanja 

modal di 

Provinsi Jawa 

Barat. 

17. Farhan et 

al., 

(2023) 

Analisis 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Realisasi 

X1 - PAD 

X2 - DAU 

X3 - DAK 

X4 - DBH 

X5 - SILPA 

Belanja 

Modal 

DAU memiliki 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap belanja 

modal di 
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Belanja Modal 

Pada 

Kabupaten/Kot

a Provinsi 

Kepulauan 

Bangka 

Belitung 

Provinsi Bangka 

Belitung, 

SILPA 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap belanja 

modal di 

Provinsi Bangka 

Belitung, 

PAD 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap belanja 

modal di 

Provinsi Bangka 

Belitung, 

DAK tidak 

berpengaruh 

terhadap belanja 

modal di 

Provinsi Bangka 

Belitung, 

sedangkan DBH 

juga tidak 

berpengaruh 

terhadap belanja 

modal di 

Provinsi Bangka 

Belitung. 

18. Malau & 

Sumaizar 

(2023) 

Pengaruh 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Terhadap 

Belanja Modal 

di Kota 

Pematang 

Siantar 

X1 - PAD Belanja 

Modal 

Pendapatan Asli 

Daerah 

berpengaruh 

terhadap belanja 

modal di kota 

Pematang 

Siantar. 

19. Salsabell

a (2023) 

Faktor -Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Belanja Modal 

Pemerintah 

X1 - 

Pertumbuha

n Ekonomi 

X2 - PAD 

X3 - DAU 

Belanja 

Modal 

PAD memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap belanja 

modal di 



 

29 

 

Daerah 

Provinsi Jawa 

Tengah  

X4 - DAK 

X5 - DBH 

X6 - SILPA 

Provinsi Jawa 

Tengah, 

DAU 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap belanja 

modal di 

Provinsi Jawa 

Tengah, 

Pertumbuhan 

ekonomi tidak 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap belanja 

modal di 

Provinsi Jawa 

Tengah, 

DAK tidak 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap belanja 

modal di 

Provinsi Jawa 

Tengah, 

DBH juga tidak 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap belanja 

modal di 

Provinsi Jawa 

Tengah, 

sedangkan 

SILPA juga 

tidak memiliki 

pengaruh secara 

signifikan 

terhadap belanja 

modal. 

20. (Hidayat 

et al., 

Pengaruh Dana 

Alokasi 

X1 - DAU 

X2 - PAD 

Belanja 

Modal 

PAD memiliki 

pengaruh positif 
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(2024) Umum, 

Pendapatan 

Asli Daerah, 

Dan Kinerja 

Keuangan 

Terhadap 

Belanja Modal 

Jawa Barat 

X3 - Kinerja 

Keuangan 

 

terhadap belanja 

modal di Jawa 

Barat,  

DAU 

berpengaruh 

positif terhadap 

belanja modal di 

Jawa Barat,  

sedangkan 

Kinerja 

Keuangan 

berpengaruh 

Negatif 

terhadap belanja 

modal di Jawa 

Barat. 

  

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan struktur konseptual yang 

menyajikan penjelasan logis antara teori yang digunakan, variabel 

penelitian dan rumusan masalah dalam sebuah penelitian. Berdasarkan 

landasan teori dari penelitian terdahulu, maka dibentuk kerangka pikir 

sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir 
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D. Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah dalam penelitian, yang kebenarannya masih perlu dibuktikan 

melalui pengumpulan dan analisis data. Hipotesis dalam penelitian ini 

antara lain :  

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 

Pendapatan Asli Daerah merupakan seluruh penerimaan daerah 

yang berasal dari potensi ekonomi yang ada di daerah itu sendiri dan 

dipungut oleh pemerintah daerah melalui kewenangannya sendiri. PAD 

bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka semakin besar pula kemampuan 

pemerintah daerah dalam mendanai belanja modal yang ditujukan untuk 

pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik tanpa 

terlalu bergantung pada dana dari pusat. PAD digunakan untuk menanggung 

sebagian beban belanja yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan 

kegiatan operasional pemerintahan sehari-hari (Tiyas & Wuryani, 2022). 

Hubungan keagenan dalam PAD dapat dilihat dari tanggung jawab 

pemerintah daerah (agen) dalam melaksanakan tujuan otonomi daerah, 

yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat (prinsipal) 

dan memajukan perekonomian daerah melalui alokasi belanja modal 

(Kartikasari & Rohman, 2019). Bentuk tanggung jawab tersebut dapat  

diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk 
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mempermudah pendistribusian barang, pembangunan fasilitas kesehatan 

dan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta 

pengembangan sarana ekonomi seperti pasar daerah atau sentra UMKM 

yang mampu mendorong pertumbuhan usaha lokal. Menurut Febriana 

(2015), besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya 

PAD.  

Penelitian yang dilakukan Purba et al., (2021), memperoleh hasil 

bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. 

Begitu pula dengan Tiyas & Wuryani (2022), yang mengungkapkan bahwa 

PAD memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian yang 

dilakukan oleh Hidayat et al., (2024), juga memperoleh hasil yang sama 

yaitu PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. 

H1 : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Belanja Modal 

Pada Pemerintan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 

Dana Alokasi Umum adalah salah satu sumber pembiayaan untuk 

belanja modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka 

pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada 

masyarakat (Kartikasari & Rohman, 2019). DAU merupakan bagian dari 

transfer pemerintah pusat kepada daerah dan tidak ditentukan secara 

spesifik penggunaannya oleh pemerintah pusat. Hubungan antara keagenan 

dengan DAU tercermin pada peran pemerintah daerah sebagai agen yang 
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bertanggung jawab dalam mengelola DAU secara efektif dan akuntabel 

demi kepentingan masyarakat sebagai pihak prinsipal, terutama dalam 

upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan sosial 

melalui alokasi belanja modal. Menurut Siregar (2022), pemerintah daerah 

yang kemampuan keuangannya lemah akan mengandalkan DAU untuk 

membiayai segala kegiatan pemerintah karena DAU juga merupakan salah 

satu sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Syukri et al., (2022) memperoleh 

hasil bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Salsabella (2023), juga 

memperoleh hasil bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja 

modal. Begitu pula dengan Jayanti (2020) yang mengungkapkan bahwa 

hasil DAU memiliki pengaruh terhadap belanja modal. 

H2 : Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Belanja Modal Pada 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahunn 2020-2024 

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari APBN dan 

dialokasikan kepada daerah-daerah tertentu untuk membiayai kegiatan 

tertentu yang menjadi prioritas pembangunan nasional (Febriana, 2015). 

Hubungan antara keagenan dengan DAK dapat dilihat dari peran 

pemerintah daerah sebagai agen yang bertugas mengelola DAK secara 

efektif sesuai dengan prioritas nasional untuk kepentingan masyarakat 
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sebagai pihak prinsipal. DAK yang ditujukan untuk membiayai kegiatan 

tertentu seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan harus digunakan 

secara tepat sasaran dan transparan guna meningkatkan pelayanan publik 

dan kesejahteraan masyarakat dalam alokasi belanja modal. Secara umum, 

DAK terbagi menjadi dua jenis, yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik. 

Diantara keduanya, DAK Fisik memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap peningkatan belanja modal. DAK Fisik difokuskan pada 

pengadaan, pembangunan, serta peningkatan sarana dan prasarana publik, 

seperti infrastruktur jalan, jaringan irigasi, fasilitas pendidikan, layanan 

kesehatan, dan infrastruktur strategis lainnya. 

Penelitian oleh Kharismadani & Hendarti (2020) menunjukkan 

bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan 

penelitian oleh Pramudya et al., (2021) menunjukkan bahwa DAK 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Begitu pula 

dengan Pane et al., (2021) yang menunjukkan bahwa DAK memiliki 

pengaruh terhadap belanja modal. 

H3 : Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Belanja Modal 

Pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil seluruh analisis data dan pembahasan pada 

penelitian ini mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal  

di Kabupaten Sukoharjo,  maka dapat disimpulkan sebagai berikut :   

1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Belanja Modal 

2. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan dengan arah negatif 

terhadap Belanja  Modal 

3. Dana Alokasi  Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Belanja Modal 

B. Keterbatasan 

Beberapa data keuangan yang dibutuhkan dalam penelitian (Tahun 

2024) masih menunggu proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 

sehingga peneliti hanya dapat menggunakan data sementara atau data yang 

belum final. 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka dapat 

disampaikan bebrapa saran sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dapat memperluas objek 

penelitian pada beberapa Kabupaten atau kota lain di Provinsi Jawa 
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Tengah, sehingga dari hasil penelitian dapat digunakan untuk 

membandingkan kinerja keuangan antar daerah. 

2. Penelitian berikutnya diharapkan untuk menggunakan periode waktu 

yang lebih panjang atau menambah variabel lain untuk memperoleh 

hasil analisis yang lebih akurat. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar mempersiapkan data 

penelitian secara lebih matang sejak awal, sehingga proses 

pengumpulan dan pengolahan data dapat berjalan lebih efisien tanpa 

adanya waktu tunggu yang berlebihan.   

4. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diharapkan dapat meningkatkan 

efektivitas pengelolaan anggaran melalui penguatan perencanaan dan 

pengawasan pada tahap pelaksanaan APBD, serta menggali lebih dalam 

potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Upaya 

tersebut diharapkan dapat  meningkatkan realisasi belanja modal dan 

mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. 
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